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LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN 

TAHUN 2025 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu 

pada : (a) Peraturan Pemerintah Nomor No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga; (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan (d) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599 Tahun 

2025 tentang Panduan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

lingkup Kementerian Pertanian. 

Pada Tahun 2025 BBPP Ketindan mengelola anggaran sebesar Rp. 

12.879.168.000,-  dengan capaian serapan anggaran sampai dengan tahun 2025 

mencapai Rp. 12.870.020.987,- (99,93%) dengan tingkat efisiensi sebesar 99,73% 

masuk katagori “Efisien”. Untuk capaian kinerja PK 1 yaitu Meningkatnya kompetensi 

peserta pelatihan (sesudah pelatihan) rata-rata indeks kesenjangan kompetensi 

pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) mencapai 18,87% dari 

target 20,00% (presentase capaian 105,97%), rata-rata indeks kesenjangan 

kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) mencapai 

17,98% dari target 25,00% (presentase capaian 139,06%). PK 2 yaitu tingkat 

kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan mencapai 4,57 dari target 

4,00 (presentase capaian 114,25%) dengan menggunakan perhitungan skala 

likert 1-5, PK 3 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP 

Ketindan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 98,66 dari 

target 90,00, sedangkan PK 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan 

publik BBPP Ketindan mencapai 3,75 dari target 3,60. 

Kebijakan balai dalam meningkatkan PNBP dengan adanya Rapim on the Spot 

(RotS) sangat berhasil hal ini dibuktikan dengan data perolehan PNBP dari pendapatan 

penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan tahun 2024 sebesar Rp. 

8.675.000 (21,69% dari target Rp. 40.000.000) meningkat tajam dalam periode yang 

sama di tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 50.513.400 (105,81% dari target 

Rp. 47.738.000). 

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 terdapat beberapa hambatan dan 

kendala yang dihadapi yaitu: sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi 

DIPA sebanyak 11 kali diantaranya dikarenakan terjadinya penambahan output 

kegiatan pelatihan yang bersumber pada PNBP. 

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala tersebut di atas, maka tindak 

lanjut yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi dan komunikasi internal yang 

lebih baik dari masing-masing fungsi yaitu fungsi perencanaan, keuangan dan 

monitoring agar pelaksanaan kegiatan berjalan solid dan terintegrasi dalam penyerapan 

anggaran dapat terealisasi secara optimal dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi 

dengan BPPSDMP selaku pemangku kebijakan. 
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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja (LAKIN) BBPP Ketindan tahun 2025 

merupakan wujud pertanggungjawaban BBPP Ketindan atas 

capaian sasaran kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan 

dalam Perjanjian Kinerja. LAKIN ini merupakan suatu bentuk 

transparansi dan akuntabilitas BBPP Ketindan kepada masyarakat 

dalam penggunaan APBN tahun 2025. Penyusunan Lakin BBPP Ketindan tahun 2025 

merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 

Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permenpan RB) No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti untuk 

perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. 

Keberhasilan dan pencapaian kinerja BBPP Ketindan sampai dengan tahun 

2025 adalah hasil kerja seluruh jajaran BBPP Ketindan serta dukungan pemangku 

kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi pemerintah, swasta maupun 

petani selaku pelaku utama. Besar harapan kami laporan Kinerja BBPP Ketindan  

tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kinerja BBPP Ketindan dan 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Akhir dari pengantar ini, kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, 

jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan 

menuju swasembada pangan. 

Lawang,    Januari 2026 
Kepala Balai 

Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si 
NIP 196910232002122001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan merupakan salah 

satu unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang secara 

teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Ketindan selaku UPT lingkup BPPSDMP Kementerian 

Pertanian mempunyai wewenang dalam pelaksanaan tugas dimaksud. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BPPSDMP, BBPP Ketindan 

mempunyai tugas menyelenggarakan tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis serta penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian. 

Sedangkan fungsi BBPP Ketindan salah satunya adalah penyusunan 

kebijakan teknis rencana program dan anggaran, kerja sama, pemantauan, 

evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian. 

Sebagai salah satu instansi pemerintah maka semua pelaksanaan 

kegiatan dan kinerja yang dicapai BBPP Ketindan harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, 

khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas 

dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah. Laporan kinerja 

ini wajib disusun sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 

No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas maka disusunlah 

Laporan Kinerja (LAKIN) BBPP Ketindan triwulan IV tahun 2025. 
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1.2 Organisasi, Tata Kerja dan Tupoksi 

1.2.1 Organisasi dan Tata Kerja 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, organisasi dan tata 

kerja BBPP Ketindan telah mengalami penyempurnaan sesuai Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPSDMP, yang memuat antara lain :  

menata ulang organisai dan tata kerja UPT di bawah BPPSDMP agar lebih 

efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi, mengakomodasi 

tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang di lingkungan 

Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Menteri Pertanian dan mengatur 

seluruh aspek struktural dan administratif UPT — mulai dari kedudukan, 

susunan organisasi, jabatan (fungsional & pelaksana), penataan organisasi, 

hingga ketentuan peralihan. Selanjutnya dari penyempurnaan tersebut 

dalam teknis penerapannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor : 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim 

Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 
Struktur Organisasi BBPP Ketindan  

berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2025 

 

Dengan struktur organisasi seperti di atas maka jabatan struktural di 

lingkup Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian hanya tersisa dua yaitu 

Kepala Balai 

Bagian Umum 

 
Kelompok  
Jabatan 

Fungsional 
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Kepala Balai (Eselon II B) dan Kepala Bagian Umum (Eselon III A), 

sedangkan pegawai lainnya masuk kelompok substansi dan tim kerja. 

Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan 

Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum, terdiri atas: 

a. Kelompok Program dan Evaluasi  

1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama; dan  

2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan. 

b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan  

1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur; dan  

2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 

Inkubator Agribisnis. 

c. Bagian Umum  

1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;  

2) Tim Kerja Keuangan; dan  

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.  

Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu dan umum yang sudah 

ada di BBPP Ketindan terdiri dari : 

a. Fungsional Tertentu 

1) Widyaiswara  

2) Perencana; 

3) Analis SDM Aparatur; 

4) Analis Pengelolaan Keuangan APBN; 

5) Pranata Keuangan APBN; 

6) Pranata Hubungan Masyarakat; 

7) Pranata Komputer; 

8) Arsiparis. 

b. Fungsional Umum 

1) Penelaah Teknis Kebijakan;  

2) Pengolah Data dan Informasi; 

3) Penata Layanan Operasional; 

4) Operator Layanan Operasional; 

5) Pengadministrasi Perkantoran. 
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1.2.2 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 649 Tahun 

2025, BBPP Ketindan selaku UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas yaitu melaksanakan 

pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model 

dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan 

serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur 

dan non aparatur pertanian. 

Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan 

Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar 

Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Kelompok Program dan Evaluasi  

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, 

anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan 

di bidang pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan, 

pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan 

swadaya, pengelolaan data dan informasi pelatihan, pengaduan 

masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan. 

1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama  

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan 

anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan 

pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur di bidang pertanian, 

peternakan, dan/atau kesehatan hewan, serta pengembangan 

kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya.  

2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan  

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi 

pelatihan, penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan 

anggaran, penyiapan bahan evaluasi pasca diklat, penyiapan bahan 

bimbingan lanjutan, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan 

Wilayah Bebas dari Korupsi, pengumpulan dan mengolah data Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan. 
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b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan  

Mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan 

fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan 

model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, 

peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur 

pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.  

1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur  

Melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, 

pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis 

dibidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi 

aparatur dan non aparatur.  

2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 

Inkubator Agribisnis  

Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi, pemberian konsultasi dan 

pengelolaan inkubator agribisnis.  

c. Bagian Umum  

1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha  

Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan 

reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.  

2) Tim Kerja Keuangan  

Melakukan pengelolaan urusan keuangan.  

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara  

Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, 

instalasi, dan sarana teknis. 

 

1.3 Potensi dan Permasalahan 

1.3.1 Potensi BBPP Ketindan 

1.3.1.1 Potensi Sumberdaya Manusia Pertanian 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai 

dengan triwulan IV pada tahun 2025 BBPP Ketindan didukung oleh 

101 pegawai yang terdiri dari 68 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 

orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 29 orang Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang PPNPN 

(Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dengan deskripsi sebagai 

berikut : 
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah 

ASN (Aparatur Sipil Negara) di BBPP Ketindan sebanyak 101 

(seratus satu) orang, yang terdiri atas 60 (enam puluh) orang 

atau 59,41% berjenis kelamin laki-laki dan 41 (empat puluh satu) 

orang atau 40,59% berjenis kelamin perempuan. Adapun 

deskripsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada 

gambar 2. 

Gambar 2. Aparatur Sipil Negara BBPP Ketindan berdasarkan 
Jenis Kelamin 
 

 

*). Data Kepegawaian dan TU BBPP Ketindan per 31 Desember 2025 

 

2. Berdasarkan Sebaran Umur 

Berdasarkan sebaran umur aparatur BBPP Ketindan mempunyai 

rentang umur mulai umur 18 sampai dengan 25 tahun atau 

sebanyak 2 orang atau 1,98%, usia antara 26 sampai dengan 35 

tahun sebanyak 13 orang atau 12,87%, yang berusia antar 36 

sampai dengan 45 tahun sebanyak 38 orang atau 37,62%, yang 

berusia antara 46 sampai dengan 55 tahun sebanyak 36 orang 

atau 35,64% dan yang berusia antara 56 sampai dengan 65 

tahun sebanyak 12 orang atau 11,88%. 

Adapun secara rinci deskripsi pegawai berdasarkan sebaran 

umur disajikan pada gambar 3. 
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Gambar 3 . ASN BBPP Ketindan berdasarkan Umur 
 

 

*). Data Kepegawaian dan TU BBPP Ketindan per 31 Desember 2025 

 

3. Berdasarkan Golongan 

Berdasarkan golongan, ASN di BBPP Ketindan terdiri dari 

golongan II sebanyak 5 orang atau 4,95%, golongan III sebanyak 

48 orang atau 47,52%, golongan IV sebanyak 18 orang atau 

17,82% sedangkan golongan PPPK sebanyak 29 orang atau 

28,71% dan golongan PPNPN sebanyak 1 orang atau 0,99% 

Gambar 4. ASN BBPP Ketindan berdasarkan Golongan 
 

 
 

*). Data Kepegawaian dan TU BBPP Ketindan 31 Desember 2025 
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4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Ditinjau dari tingkat pendidikan, ASN BBPP Ketindan yang 

berpendidikan SD sebanyak 6 orang atau 5,94%, SLTA 

sebanyak 27 orang atau 26,73%, D3 sebanyak 3 orang atau 

2,97%, S1 sebanyak 30 orang atau 29,70%, S2 sebanyak 31 

orang atau 30,69% dan S3 sebanyak 4 orang atau 3,96%. 

Gambar 5. Aparatur BBPP Ketindan berdasarkan Pendidikan 

 
 

*). Data Bagian Umum dan TU BBPP Ketindan 31 Desember 2025 

 

1.3.1.2 Potensi Sarana dan Prasarana 

BBPP Ketindan berada di atas areal seluas 4,73 Ha dengan 

rincian, bangunan kantor dan ruang perkantoran penunjang pelatihan 

seluas 2,1 Ha, lahan praktek seluas 1,64 Ha serta jalan dan halaman 

kantor seluas 0,99 Ha.  

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

lembaga pelatihan didukung oleh keragaan prasarana dan sarana 

pelatihan seperti pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Daftar Prasarana dan Sarana BBPP Ketindan tahun 2025 

No Rincian  Jumlah/Luas Kapasitas  Keterangan 

1. Gedung Kantor Jahe Merah 1 unit / 640 m2 - - 
2. Ruang Penyelenggara Pelatihan 1 unit / 200 m2 - - 
3. Gedung Aula Mahkota Dewa 1 unit / 371 m2 150 orang - 
4. Ruang Rapat AOR + Studio 1 unit / 201 m2 - - 
5. Kelas :    
 a. Kelas Padi 1 unit / 120 m2 30 orang  
 b. Kelas Tapak Liman I 1 unit / 150 m2 30 orang  
 c. Kelas Tapak Liman IV 1 unit / 150 m2 30 orang  
 d. Kelas Tapak Liman V 1 unit / 150 m2 30 orang  
 e. Kelas Tapak Liman VI 1 unit / 150 m2 30 orang  
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No Rincian  Jumlah/Luas Kapasitas  Keterangan 

f. Kelas Outdoor 1 unit / 40 m2 
6. Laboratorium :    
 a. Instalasi THP Tanaman Pangan 1 unit / 200 m2 - - 
 b. Instalasi THP Tanaman Obat 1 unit / 256 m2 - - 
 c. Instalasi Biotek dan Kultur Jaringan 1 unit / 181,5 m2 - - 
 d. Instalasi Proteksi Tanaman 1 unit /169 m2 - - 

7. Perbenihan 1 unit / 72 m2   
8. Rumah Pupuk 1 unit / 40 m2   
9. Ruang Perpustakaan 1 unit / 42 m2 - - 

10. Asrama    
 a. Mawar  10 kamar / 256 m2 20 orang 
 b. Melati  14 kamar / 490 m2 28 orang 
 c. Manggis  6 kamar / 133 m2 12 orang 
 d. Som Jawa 14 kamar / 410 m2 32 orang 
 e. Buah Tin 52 kamar / 2.390 m2 130 orang 

11. Guest House   
 a. Kacang Tanah 1 unit / 137 m2 8 orang 
 b. Gandum 

c. Kacang Hijau 
d. Shorgum 

1 unit / 113 m2 
1 unit / 85 m2 
1 unit / 113 m2 

6 orang 
1 orang 
8 orang 

12. Screenhouse 
a. Screenhouse Tanaman Obat 
b. Screenhouse Tanaman Hias 
c. Screenhouse Tanaman Horti 
d. Smart Greenhouse 
e. Low Cost Smart Greenhouse 

 
1 unit / 225 m2 

1 unit / 120 m2 

1 unit / 248 m2 

11 unit / 5.470 m2 
1 unit / 385 m2 

 - 

13. Masjid  1 unit / 423 m2 - - 
14. Koperasi (Landbouw-Mart & LKPIA) 1 unit / 207 m2 - - 
15. Sport Center 1 unit / 128 m2   
16. Pos Satpam    

 a. Pos Jaga Depan 1 unit / 16 m2   
 b. Pos Jaga Belakang 1 unit / 16 m2   

17. Rest Area 1 unit / 95 m2   
18. Lahan Praktek 1,1 Ha -  

 a. Tanaman pangan 4.149 m2   
 b. Pekarangan pangan bergizi 224 m2   
 c. Hortikultura (buah) 1.431 m2   
 d. Tanaman obat 1.182 m2   

19. Ruang Makan    
 a. Pecut Kuda 1 unit / 128 m2 50 orang - 
 b. Gendola  1 unit / 330 m2 100 orang  

20. Genset/Rumah Genset 1 unit / 61 m2 - - 
21. Garasi: 

a. Garasi Mobil 
b. Garasi Traktor 
c. Garasi Alsintan 
d. Parkiran Sepeda 

 
1 unit / 130 m2 

1 unit / 26 m2 

1 unit / 120 m2 

1 unit / 60 m2 

- - 

22. Gudang 412 m2   
23. Kendaraan roda empat 7 unit - - 
24. Kendaraan roda dua 20 unit - - 
25. Rumah Dinas 12 unit - - 

*). Data Bagian Umum BBPP Ketindan 31 Desember 2025  



 

Lakin Triwulan 4 10 

1.3.2 Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pelatihan dalam rangka 

peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan non aparatur pertanian 

sebagai berikut: 

- Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA 

sebanyak 11 kali terkait penambahan target dan penggunaan PNBP 

terkait pelatihan dan sertifikasi. 

- Beberapa pelatihan yang bersumber dari kerjasama PNBP mengalami 

kendala untuk segera dilaksanakan dikarenakan revisi di tingkat pusat 

yang tidak dapat dipastikan jadwal penyelesaian revisi DIPA-nya. 

 

 

1.4 Isu Strategis 

Isu strategis pada BBPP Ketindan dalam kurun waktu 2025-2029,  

antara lain : 

1.4.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan, yaitu : 

- Implementasi dan pengembangan penjaminan mutu pelatihan oleh 

UPT pelatihan; 

- Tersedianya sistem informasi, promosi dan publikasi setiap tahun; 

- Kualitas manajemen melalui ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016; 

- Memberikan citra pelayanan prima, sebagai bentuk apresiasi 

institusi pemerintah yang melayani kepada masyarakat. 

1.4.2 Peningkatan kapasitas tenaga kediklatan pertanian, yaitu :   

- Tersedianya tenaga kediklatan dalam jumlah proporsional dan 

memiliki kapasitas manajerial; 

- Tersedianya tenaga kediklatan yang telah mengikuti Training 

Officer Cource (TOC) dan Management of Training (MOT): 

- Meningkatnya kompetensi widyaiswara sesuai spesialisasi 

utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan 

kawasan pertanian; 

1.4.3 Peningkatan Sistem Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yaitu : 

- Meningkatnya kompetensi 4.311 orang melalui pelatihan teknis, 

vokasi, kewirausahaan dan fungsional yang bersumber pada DIPA 
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reguler dan PNBP untuk mendukung program prioritas Kementerian 

Pertanian; 

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektif 

dan efisien pelaksanaan kediklatan; 

- Pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian 

untuk mendukung program utama pembangunan pertanian. 

1.4.4 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian, yaitu : 

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan 

kerjasama pelatihan/magang bagi aparatur/non aparatur dan 

kerjasama penyediaan sarana prasarana/kunjungan/studi banding; 

- Meningkatkan promosi, publikasi dan sosialisasi kelembagaan 

pelatihan melalui berbagai jenis media informasi seperti pameran, 

media cetak, elektronik, diorama, display dan lain-lain; 

- Tersusunnya perencanaan pelatihan sesuai program; 

- Terselenggaranya pelatihan/permagangan bertaraf internasional; 

- Terselenggaranya kerjasama pelatihan/kemitraan dan fasilitas 

Balai; 

- Meningkatnya koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi program 

pelatihan dengan instansi terkait. 

 

1.5 Aspek Strategis Organisasi 

Aspek strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis, terdiri 

dari aspek strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif maupun 

negatif. Aspek internal positif, yaitu kekuatan (strength) dan lingkungan 

internal negatif, yaitu kelemahan (weaknesses), sedangkan aspek eksternal 

positif, yaitu peluang (opportunities) dan aspek eksternal negatif, yaitu 

tantangan (threats). Secara rinci kelompok komponen tersebut, adalah : 

1.5.1 Kekuatan (Strength) 

a. Memiliki program pelatihan berbasis kompetensi / Competency 

Based Training (CBT); 

b. Telah terakreditasinya 2 pelatihan BBPP Ketindan oleh LAN, yaitu : 

Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu dan Ubi Jalar dan Pelatihan 

Tanaman Obat Sebagai Pestisida dengan kualifikasi “A (Sangat 

Baik)”; 
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c. Mempunyai keahlian dan pengalaman dalam menyelenggarakan 

pelatihan teknis kerjasama luar negeri dibidang tanaman obat dan 

tanaman pangan; 

d. Mempunyai keahlian menyelenggarakan pelatihan fungsional untuk 

penjenjangan karir penyuluh pertanian dan Rumpun Ilmu Hayat 

Pertanian (RIHP); 

e. Mempunyai sarana dan prasarana utama pelatihan, yatu : 

 Terdapatnya 4 (empat) unit instalasi laboratorium yaitu 

laboratorium Teknologi Hasil Pertanian (THP) tanaman pangan, 

laboratorium THP tanaman obat, laboratorium bioteknologi dan 

kultur jaringan, serta laboratorium proteksi tanaman; 

 Screen house (hidroponik dan aeroponik), Smart Green House 

(SGH) dan lahan praktek; 

 Sarana kelas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara 

pararel 5 - 6 kegiatan; 

 Asrama dengan kapasitas 204 orang dan ruang makan dengan 

kapasitas 150 orang; 

 Fasilitas sport center. 

f. Kompetensi widyaiswara di berbagai ilmu pertanian yang berasal 

dari institusi pendidikan dalam dan luar negeri baik secara formal 

atau informal yang terbagi kedalam 5 (lima) bidang pengampuan, 

yaitu budidaya, teknologi pengolahan hasil pertanian, hama dan 

penyakit tanaman, penyuluhan pertanian serta sosial ekonomi 

pertanian; 

g. Pola, desain dan metodologi pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan 

sasaran calon peserta; 

h. Jejaring kerjasama yang baik dengan lembaga, instansi, praktisi 

dan petani sukses, digunakan sebagai lokasi praktek lapangan 

maupun magang serta narasumber/fasilitator/instruktur; 

i. Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) sertifikasi profesi bagi 

penyuluh pertanian / PP - PNS dan sertifikasi bagi petani. 

j. Mempunyai tenaga penyelenggara pelatihan yang tersertifikasi 

Management of Training (MOT) dan Training of Course (TOC) oleh 

Lembaga Administrasi Negara (LAN); 
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k. Bimbingan berkelanjutan terhadap alumni pelatihan dan 

pengukuran tingkat penerapan materi pelatihan serta solusi 

terhadap kendala penerapan materi; 

l. Memiliki kualitas manajemen kediklatan terstandar internasional 

yaitu ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016; 

m. Penggunaan website sudah merata di Balai sehingga 

memungkinkan untuk pengembangan pelatihan berbasis Informasi 

Teknologi (IT). 

n. Inovasi teknologi dan efisiensi kegiatan, berupa pengembangan  

aplikasi berbasis IT untuk menunjang aktivitas sehari-hari, antara 

lain e-learning, e-Monev, SRIKANDI, SIPEPSI, Halowid, Lapor Pak, 

dan Cold Storage (K-SMART). 

1.5.2 Kelemahan (Weaknesses) 

a. Belum seluruh pelatihan, dilaksanakan dengan metoda/pola 

pelatihan berbasis kompetensi competency based training (CBT), 

sehingga pengembangan model pelatihan belum maksimal; 

b. Penataan pengembangan kelembagaan belum sepenuhnya 

mengacu pada Master Plan dan Road Map pengembangan balai; 

c. Belum proporsionalnya jumlah sumberdaya manusia yang 

menyelenggarakan pelatihan dengan tenaga/sumberdaya manusia 

penunjang kediklatan; 

d. Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan serta belum 

optimalnya pembaruan kurikulum dan materi pelatihan sesuai 

perkembangan teknologi pertanian sehingga mempengaruhi 

efektivitas proses pembelajaran; 

e. Belum terstandarnya/terakreditasinya 4 (empat) laboratorium yang 

ada di BBPP Ketindan; 

1.5.3 Peluang (Opportunities) 

a. Masih banyaknya sasaran kegiatan dan peserta pelatihan baik 

aparatur dan non aparatur serta generasi muda pertanian yang 

memerlukan pelatihan; 

b. Kebutuhan terhadap tenaga yang tersertifikasi oleh perusahaan 

yang bergerak di sektor pertanian dalam rangka menghadapi 

globalisasi; 
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c. Masih banyaknya penyuluh pertanian dan tenaga fungsional RIHP 

lainnya untuk meningkatkan jenjang karirnya melalui pelatihan 

fungsional yang harus diikuti sebagai persyaratannya; 

d. Banyaknya stakeholder yang ingin bekerjasama dalam hal 

pelatihan teknis, profesi dan fungsional serta magang keahlian baik 

di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura 

maupun lainnya; 

e. Adanya lembaga diklat daerah, Balai Diklat Pertanian (BDP) dan 

lembaga pelatihan/magang swadaya (P4S) yang menjadi 

binaan/mitra, untuk dikembangkan dan diberdayakan. 

1.5.4 Tantangan (Threats) 

a. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian 

karena berdampak terhadap lingkungan, produktivitas dan 

ketahanan pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat 

minim memahami proses adaptasi terhadap perubahan iklim yang 

berdampak sistemik. Kurangnya informasi tentang perubahan iklim 

dapat menghambat optimalisasi hasil produk pertanian dalam skala 

makro, sehingga sering mengalami resiko gagal panen; 

b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan sumberdaya 

penyelenggara pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat nasional 

dan internasional; 

c. Adanya tuntutan peningkatan kinerja dalam rangka reformasi 

birokrasi melalui kualifikasi manajemen yang akuntabel; 

d. Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional diluar tenaga 

fungsional widyaiswara; 

e. Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di sektor 

pertanian menjadi tantangan utama yang menuntut kesiapan BBPP 

Ketindan untuk melakukan penyesuaian program secara cepat dan 

tepat. Dinamika regulasi serta penetapan target kinerja yang terus 

berkembang berimplikasi pada perlunya fleksibilitas dalam 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan 
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1.6 Dukungan Anggaran 

Untuk melaksanakan program peningkatan penyuluhan dan pelatihan 

pertanian tahun 2025, BBPP Ketindan memperoleh alokasi anggaran senilai 

Rp. 12.879.168.000,-, yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

BBPP Ketindan. Anggaran tersebut mengalami beberapa perubahan seiring 

dengan perubahan anggaran di Kementerian Pertanian sehingga sampai 

dengan triwulan IV tahun 2025 BBPP Ketindan telah melakukan 11 (sebelas) 

kali revisi DIPA. Adapun kronologis perkembangan alokasi pagu BBPP 

Ketindan disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Kronologis pagu anggaran BBPP Ketindan Triwulan IV Tahun 2025 
 

No. Uraian  
Revisi 
DIPA 

1. Pagu awal dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 tertanggal 2 

Desember 2024 sebesar Rp. 10.713.896.000,- 
0 

2. Pada tanggal 3 Januari 2025 dilakukan revisi karena adanya 

Pembukaan blokir anggaran kecuali akun anggaran perjalan 

dinas terdiri dari : 

- Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dengan 

pagu Rp. 969.677.000,- 

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

dengan pagu Rp. 9.744.219.000,- 

1 

3. Pada tanggal 19 Februari 2025 dilakukan revisi karena adanya 

penambahan target dan anggaran pada output/KRO Pelatihan 

Bidang Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 1.355.791.000,- 

serta Efisiensi Anggaran dimana alokasi semua anggaran 

perjalanan masih terblokir 50%, sehingga Pagu Anggaran 

BBPP Ketindan menjadi Rp. 12.069.687.000,- 

 

2 

4. Pada tanggal 25 Maret 2025 dilakukan revisi karena adanya 

pembukaan blokir anggaran perjalanan dan lainnya terdiri dari: 

- Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian sebesar 

Rp. 288.175.000 + Rp. 56.612.000,- 

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

sebesar Rp. 370.029.000,- 

 

3 
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No. Uraian  
Revisi 
DIPA 

5. Pada tanggal 23 April 2025 dilakukan revisi berupa : 

- Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan 

pada halaman III DIPA, penyelesaian gaji ke 13 minus dan 

pengalokasian Layanan Dukungan Pelatihan Aparatur 

sebesar Rp. 132.854.000,- yang berasal dari optimalisasi 

TOT Alsintan 

4 

6. Pada tanggal 11 Juli 2025 dilakukan revisi berupa : 

- Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan 

pada halaman III DIPA dan penyelesian gaji PPPK tahap I 

yang diambilkan dari eksisting gaji PNS. 

5 

7. Pada tanggal 8 September 2025 dilakukan revisi berupa : 

- Revisi DIPA dalam rangka penambahan target penggunaan 

PNBP dengan menambahkan KRO Sertifikasi Profesi dan 

SDM sebesar Rp. 159.100.00,- sebanyak 2 angkatan 65 

orang yang diperuntukan untuk Kabupaten Kutai Barat dan 

Kabupaten Mimika. 

6 

8. Pada tanggal 19 September 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam 

rangka penambahan gaji untuk CPNS dan PPPK Tahap 1 

sebesar Rp. 240.506.000,- dan pemindahan honor Satpan dan 

Pengemudi serta Honor Kebersihan dan Pramubakti sebesar 

Rp. 81.280.000,- ke belanja gaji (001) 

7 

9. Pada tanggal 14 Oktober 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam 

rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA 

dan optimalisasi sisa kegiatan. 

8 

10. Pada tanggal 28 November 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam 

rangka penambahan gaji untuk PNS, CPNS dan PPPK Tahap 

2 sebesar Rp. 212.477.000,- dan pemindahan honor Satpam 

dan Pengemudi serta Honor Kebersihan dan Pramubakti 

sebesar Rp. 107.460.000,- ke belanja gaji (001) 

9 

11. Pada tanggal 8 Desember 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam 

rangka penambahan target penggunaan PNBP yaitu;  

- Pelatihan Agribisnis dan Urban Farming (Manokwari) 

sebanyak 15 orang sebesar Rp. 107.070.000,- 

10 
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No. Uraian  
Revisi 
DIPA 

- Sertifikasi Fasilitator Organik sebanyak 15 orang sebesar                               

Rp. 42.054.000,- 

- Sertifikasi Manajemen Agribisnis sebanyak 15 orang 

sebesar                         Rp. 42.054.000,- 

- Pelatihan Metodologi Penyuluh Pertanian bagi P4S                                   

(Kab. Bojonegoro)sebanyak 15 orang sebesar Rp. 

40.635.000,- 

- Sertifikasi Penyuluh Pertanian (Kab. Bojonegoro) sebanyak 

15 orang sebesar Rp. 33.540.000,- 

- Pengadaan sarana dan prasaran penunjang pelatihan 

(Water heater dan AC) sebesar Rp. 88.602.000,- 

12. Pada tanggal 11 Desember 2025 dilakukan Revisi DIPA dalam 

rangka pemutakhiran data POK tahun 2025 dan optimalisasi 

sisa kegiatan. 

11 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

 

2.1 Rencana Strategis (Renstra) 

Rencana strategi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan 

tahun 2025-2029 disusun dengan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan 

sebagai berikut : 

2.1.1 Visi 

Visi BBPP Ketindan selama 5 tahun kedepan (2025-2029) adalah 

“Menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik dan centre of excellent 

untuk meningkatkan SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan 

sejahtera dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan menuju 

Indonesia emas 2045”. 

Berdasarkan visi BBPP Ketindan 2025 – 2029 di atas, terdapat 6 

(enam) kata kunci adalah Lembaga pelatihan terpercaya, centre of 

excellence, SDM pertanian yang produktif, SDM pertanian yang maju, 

SDM pertanian yang mandiri dan SDM pertanian sejahtera, untuk 

mewujdukan pertanian berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. 

Lembaga pelatihan terpercaya, BBPP Ketindan menjadi lembaga 

pelatihan yang mampu mencetak alumni pelatihan/purnawidya serta 

meningkat kompetensinya. Hal ini sesuai dengan janji pelayanan 

BBPP Ketindan “Memberikan jaminan kepastian layanan yang 

berkualitas dan profesional untuk meningkatkan SDM dan mutu 

pelayanan sesuai dengan standar dan mekanisme yang telah 

ditetapkan”. 

Centre of excellence, BBPP Ketindan ke depan ingin menjadi pusat 

layanan unggulan di bidang pelatihan pertanian. 

SDM pertanian yang produktif, SDM pertanian yang mampu 

meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga. 

SDM pertanian yang maju, SDM pertanian yang mampu 

memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, 

panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 

SDM pertanian yang mandiri, SDM pertanian yang selalu bersikap 

dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan 
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tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari 

dari sikap ketergantungan pada orang lain. 

SDM pertanian yang sejahtera, SDM pertanian yang dapat hidup 

layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, 

kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. 

 

2.1.2 Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi 

sebagai berikut:  

a. Menyelenggarakan program pelatihan pertanian yang berkualitas, 

adaptif dan berstandar nasional maupun internasional; 

b. Meningkatkan kompetensi, keterampilan dan daya saing peserta 

melalui kurikulum berbasis kompetensi kerja dan standar 

kompetensi kerja nasional Indonesia; 

c.  Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan 

pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan; 

d.  Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang penyelenggaraan 

pelatihan yang berbasis kompetensi dan berdaya saing; 

e.  Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana pelatihan serta 

produktivitas instalasi pertanian; 

f.  Memantapkan tata kelola reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang 

efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima. 

  

2.1.3 Tujuan 

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP 

Ketindan selama lima tahun kedepan, adalah :  

a. Meningkatnya kualitas program pelatihan pertanian berbasis 

kompetensi dan daya saing dengan penyediaan sistem informasi 

terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui 

pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani 

yang prima; 

b. Meningkatnya kualitas dan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi, 

pelaporan, dan pengendalian internal secara akurat, kredibel dan 

akuntabel; 
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c. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi 

aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan 

Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI); 

d. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan 

bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi 

Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) . 

e. Meningkatnya kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan 

bermartabat; 

f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan 

serta produktivitas instalasi agribisnis; 

g. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan 

manajemen. 

2.1.4 Kebijakan dan Strategi 

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan 

selama periode 2025-2029, maka ditetapkan: 

a. Kebijakan Balai 

- Mendukung program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan 

swasembada pangan dengan kegiatan pengawalan dan 

pendampingan Luas Tambah Tanam serta pembentukan 

Brigade Pangan yang ditunjang dengan kegiatan pelatihan 

teknis. 

- Pelatihan yang lebih difokuskan pada penumbuhan pengusaha 

pertanian milenial 

- Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk 

meningkatkan daya saing, nilai tambah, ekspor dan substitusi 

import; 

- Pelatihan diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan 

terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian; 

- Pelatihan non aparatur pertanian diarahkan pada peningkatan 

kompetensi yang berdaya saing dengan jalan menitikberatkan 

pelatihan yang berbasis vokasi; 

- Pelatihan diarahkan pada penguatan kemitraan antara petani 

dan pelaku / pengusaha pengolahan dan pemasaran dan 
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aksesibilitas terhadap teknologi, sumber pembiayaan serta 

informasi pasar dan akses pasar; 

- Penyediaan sarana prasarana penunjang untuk mendukung 

pelaksanaan pelatihan yang baik. 

- Pelaksanaan kegiatan Rapim on the Spot (RotS) dengan 

membagi pengelolaan lahan kepada masing-masing bidang 

sehingga dapat meningkatkan PNBP; 

- Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang 

transparan dan akuntabel; 

- Peningkatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Pelatihan. 

b. Strategi Balai 

- Standarisasi mutu pelayanan kediklatan, melalui akreditasi 

Lembaga Pelatihan sesuai ISO 9001:2015, Manajemen Anti 

penyuapan melalui ISO 37001:2016 ; 

- Pengawalan dan pendampingan Luas Tambah Tanam dan 

Brigade Pengan dengan melaksanakan koordinasi baik secara 

online maupun pendampingan langsung di lapangan serta 

pembentukan Lesson Officer (LO) yang bertanggung jawab pada 

masing-masing kabupaten; 

- Pengembangan dan pemberdayaan P4S dengan klasifikasi, 

pembinaan dan penguatan P4S guna memperkuat kelembagaan 

pelatihan di perdesaan. 

- Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan, 

dengan peningkatan profesionalisme widyaiswara dan petugas 

melalui magang, workshop, seminar, kajian dalam dan luar 

negeri termasuk; 

- Sertifikasi tenaga kediklatan melalui MOT dan TOC; 

- Pemantapan sistem pelatihan berbasis kompetensi, yang 

mendukung swasembada pangan dan swasembada 

berkelanjutan, dengan sistem CBT sesuai SKK dan SKKNI. 

c.  Strategi Pelayanan Kerjasama 

- Peningkatan kinerja pelayanan kerjasama (kedisiplinan, 

tanggung jawab, kemampuan) sesuai tugas fungsi aparatur 

lingkup BBPP; 
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- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 

kerjasama; 

- Penilaian indeks kepuasan masyarakat secara periodik; 

- Standarisasi persyaratan pelayanan teknis dan administrasi 

kerjasama yang diperlukan; 

- Penetapan biaya pelayanan kerjasama yang transparan, akurat 

dan akuntabel; 

- Peningkatan kenyamanan sarana prasarana dan keamanan 

lingkungan; 

- Penyiapan pelatihan kerjasama international yang lebih baik dan 

berdaya saing. 

 
2.1.5 Program dan Kegiatan BBPP Ketindan 

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pertanian 2025-

2029 salah satunya yaitu : Meningkatnya kualitas dan daya saing 

sumber daya manusia pertanian, maka BPPSDMP menetapkan 

sasaran strategisnya sebagai berikut : 1) Meningkatnya kompetensi 

dan daya saing sumber daya manusia pertanian; 2) Meningkatnya 

kualitas dan kinerja penyuluhan pertanian; 3) Meningkatnya jumlah 

dan kualitas petani milenial serta wirausaha muda pertanian; 4) 

Meningkatnya kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian dan 

5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola 

BPPSDMP.  

Berdasarkan sasaran strategis diatas BBPP Ketindan mengacu pada 

fungsi ekonomi program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

Pertanian yaitu Program Meningkatnya kualitas dan kinerja 

penyuluhan pertanian; dan Meningkatnya jumlah dan kualitas petani 

milenial serta wirausaha muda pertanian, yang diimplementasikan ke 

dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Pelatihan dan sertifikasi guna 

meningkatkan kompetensi para penyuluh pertanian (2) Penumbuhan 

Pengusaha Pertanian Milenial dengan pembentukan Brigade Pangan 

(3) Pelatihan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. 

Tiga kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Pertanian 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan 

pemanfaatan teknologi informasi penyuluh pertanian dalam 

mendukung efektivitas penyuluhan dan pendampingan petani serta 



 

Lakin Triwulan 4 23 

upaya penilaian dan pengakuan formal terhadap kompetensi 

penyuluh pertanian sesuai standar kompetensi kerja yang berlaku, 

sebagai dasar penjaminan mutu, profesionalisme, dan kinerja 

penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. 

BBPP Ketindan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyuluh 

pertanian, antara lain 1) Training Of Trainer (TOT) Alsitan Bagi 

Penyuluh Pertanian; 2) Pelatihan Dasar Bagi Penyuluh Pertanian 

Ahli. Pelatihan tersebut bertujuan antara lain sebagai berikut : 1) 

meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial penyuluh 

pertanian agar mampu melaksanakan fungsi penyuluhan secara 

profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan petani; 2) 

memperkuat kemampuan penyuluh dalam mentransfer inovasi dan 

teknologi pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, 

efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani; 3) meningkatkan kapasitas 

penyuluh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan 

penyuluhan pertanian secara sistematis dan berbasis data; 4) 

mendorong peningkatan kualitas pendampingan kepada petani dan 

pelaku usaha pertanian, termasuk petani milenial dan kelompok 

tani, guna mendukung pengembangan agribisnis dan 

kewirausahaan pertanian; 5) meningkatkan kemampuan penyuluh 

dalam pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi penyuluhan, 

sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan diseminasi 

informasi pertanian; dan 6) mendukung terwujudnya sistem 

penyuluhan pertanian yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, 

dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pembangunan 

pertanian nasional 

2. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial 

Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan 

kemajuan Indonesia ke depan. Penumbuhan Pengusaha Pertanian 

Milenial bertujuan untuk 1) Meningkatkan minat generasi muda 

pertanian untuk berusahatani; 2) Menciptakan pengusaha pertanian 

yang adaptif terhadap perubahan teknologi yang modern; 3) 

Penciptaan lapangan kerja; dan 4) Regenerasi Petani. 

Penumbuhan pengusaha pertanian milenial BBPP Ketindan 

diimplementasikan melalui 1) Pembentukan dan pendampingan 

Brigade Pangan; 2) Pelatihan penyiapan tenaga kompeten Brigade 

Pangan, yang sampai Tri Wulan IV ini telah terlatih 4.230 orang 

Brigade Pangan. 
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3. Pelatihan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian 

Program utama Kementerian pertanian antara lain yaitu : 

Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui pendidikan dan 

pelatihan. Penyiapan SDM melalui penyuluhan dan pelatihan untuk 

mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, meliputi : 1) 

Penguatan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan 

pengguna; 2) Peningkatan mutu kurikulum, metode, dan 

widyaiswara; 3) Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi 

dalam penyelenggaraan pelatihan; 4) Peningkatan kolaborasi 

dengan pemangku kepentingan pembangunan pertanian; 5) 

Penguatan reformasi birokrasi dan sistem manajemen kinerja balai. 

 

2.2 Perjanjian Kinerja 

Berdasarkan Peratutan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permen PAN&RB) No. 53/2014, Perjanjian Kinerja (PK) 

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui PK terwujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan 

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. 

Kinerja disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud 

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya. 

Sesuai dengan kedua peraturan  yaitu Perpres No. 20/2025 dan 

Permen PAN&RB No. 88/2021 tersebut, perjanjian kinerja BBPP Ketindan 

tahun 2025 beriisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana 

indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu 

spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), 

berjangka waktu tertentu (time bound) dan dapat dipantau dan dikumpulkan. 

Dari uraian tersebut diatas, maka dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 

BBPP Ketindan merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan 

kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala BBPP 

Ketindan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada 
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sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Adapun PK BBPP Ketindan Tahun 

2025 tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2025 

No. Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target 

1. Meningkatnya 

kompetensi peserta 

pelatihan (sesudah 

pelatihan) 

Rata-rata indeks 

kesenjangan kompetensi 

pelatihan darin peserta 

pelatihan teknis 

pertanian (aparatur) 

20 % 

  Rata-rata indeks 

kesenjangan kompetensi 

pelatihan darin peserta 

pelatihan teknis 

pertanian (non aparatur) 

25 % 

2. Meningkatnya kualitas 

layanan penyelenggaran 

pelatihan pertanian 

Indeks kepuasan peserta 

pelatihan terhadap 

penyelenggaraan 

pelatihan 

4,00 Skala 
Linkert 
(1-5)  

3. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan anggaran 

BBPP Ketindan 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) BBPP Ketindan 

90 Nilai 

4 Meningkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan publik BBPP 

Ketindan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
layanan publik 

BBPP Ketindan 

3,60 Skala 
Linkert 
(1-4) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 

 
 

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan 

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Dokumen penetapan 

kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama 

untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi.  

Gambaran kinerja BBPP Ketindan triwulan IV Tahun 2025 dapat 

diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

(PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang 

ditentukan di awal tahun.  

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, 

yaitu lead indicator dan lag indicator. Lead indicator adalah indikator yang 

pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan 

istilah indikator proses atau indikator aktifitas, sedangkan lag indicator 

adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini 

juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. 

Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 

196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan 

nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah 

outcome/impact (lag indicator). Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 

eselon I harus menggunakan jenis indikator outcome/output, sedangkan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan 

jenis indikator output. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian 

Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II menggunakan lag indicator. 

 
3.2 Capaian Kinerja  

BBPP Ketindan telah menetapkan standar kinerja BBPP Ketindan 

pada awal tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra BBPP 

Ketindan tahun 2025 - 2029. Standar tersebut dituangkan dalam bentuk 
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Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai yang berisi sasaran strategis, Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta target kinerja yang ingin dicapai pada 

tahun 2025. 

Evaluasi kinerja BBPP Ketindan tidak hanya menganalisis 

perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara 

sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang 

belum memenuhi harapan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya 

perbaikan kinerja BBPP Ketindan sehingga peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan (continous improvement) dapat terwujud. Pencapaian 

kinerja BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025 secara ringkas disajikan 

pada tabel 4. 

Tabel 4.  Hasil pengukuran kinerja BBPP Ketindan Triwulan IV Tahun 2025 
 

No. Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Target Realisasi 

1. Meningkatnya 
kompetensi peserta 
pelatihan (sesudah 
pelatihan) 

Rata-rata indeks 
kesenjangan 
kompetensi pelatihan 
dari peserta pelatihan 
teknis pertanian 
(aparatur) 

20 % 18,87% 

  Rata-rata indeks 
kesenjangan 
kompetensi pelatihan 
dari peserta pelatihan 
teknis pertanian (non 
aparatur) 

25 % 17,98% 

2. Meningkatnya kualitas 
layanan 
penyelenggaran 
pelatihan pertanian 

Indeks kepuasan 
peserta pelatihan 
terhadap 
penyelenggaraan 
pelatihan 

4,00 
Skala 
Linkert 
(1-5) 

4,57 

3. Meningkatnya kualitas 
pengelolaan anggaran 
BBPP Ketindan 

Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 
BBPP Ketindan 

90  
Nilai 

98,66 

4. Meningkatnya 
kepuasan masyarakat 
terhadap layanan 
publik BBPP Ketindan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
layanan publik 

BBPP Ketindan 

3,60 
Skala 
Linkert 
(1-4) 

3,75 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja yang tersaji pada tabel 4 dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penilaian terhadap Peningkatan kompetensi peserta pelatihan 

(sesudah pelatihan) sampai dengan triwulan IV rata-rata indeks 
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kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis 

pertanian (aparatur) terealisasi 18,87% (melampaui target yang 

ditetapkan) dan rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan 

dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) terealisasi 

17,98% % (melampaui target yang ditetapkan). Hal ini menunjukkan 

keberhasilan pelatihan yang telah dlaksanakan.  

2. Penilaian terhadap kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan 

pertanian sampai dengan triwulan IV mencapai nilai 4,57. Dari nilai ini 

terlihat bahwa evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan 

sudah melampaui target, perhitungan nilai capaian menggunakan 

perhitungan 5 skala linkert mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi Pelatihan Pertanian Nomor : 137/Kpts/SM. 

120/I/08/2024. 

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Ketindan 

yang didasarkan pada hasil aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) Kementerian 

Keuangan menunjukkan nilai kinerja 98,66 sehingga target yang telah 

ditetapkan tercapai. . 

4. Penilaian terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap 

layanan publik BBPP Ketindan sampai dengan triwulan IV mencapai 

nilai 3,75 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan 

pelayanan publik BBPP Ketindan mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. 

Kebijakan balai dalam meningkatkan PNBP dengan adanya Rapim 

on the Spot (RotS) sangat berhasil hal ini dibuktikan dengan data perolehan 

PNBP dari pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan 

perkebunan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 8.675.000 (21,69% dari 

target Rp. 40.000.000) meningkat tajam dalam periode yang sama di tahun 

2025 menjadi sebesar Rp. 50.513.400 (105,81% dari target Rp. 47.738.000). 

 

3.3 Realisasi Anggaran 

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025, BBPP Ketindan memiliki     

2 (dua) program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 

Rp. 2.789.426.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar                 

Rp. 10.089.742.000,-. Sehingga total anggaran tahun 2025 adalah sebesar 
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Rp.12.879.168.000,- dan hingga triwulan IV, realisasi serapan anggaran 

BBPP Ketindan sebesar Rp. 12.870.020.987,- atau 99,93%.  

 

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya  

Efisensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari 

perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran 

yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (proporsi 

output/input). Tingkat kreteria efisiensi, adalah sebagai berikut : ≥ 100% 

katagori “Sangat Efisien” artinya “Output melebihi target dengan 

penggunaan sumber daya sesuai atau lebih rendah”, 90% -    <100% katagori 

“Efisien” artinya “Target tercapai dengan penggunaan sumber daya optimal”, 

80% - < 90% “Cukup Efisien” artinya “Target hampir tercapai, terdapat ruang 

perbaikan”, 70% - < 80% “Kurang Efisien” artinya “Target belum optimal, 

perlu peningkatan efisiensi” dan < 70% “Tidak Efisien” artinya “Penggunaan 

sumber daya belum efektif dan efisien”.  

Untuk menghitung capaian tingkat efisiensi dihitungkan berdasarkan 

capaian fisik dan keuangan program dan kegiatan BBPP Ketindan pada 

triwulan IV tahun 2025, baik secara global maupun secara parsial menurut 

masing-masing output. Capaian efisiensi tersebut disajikan pada tabel 5 

berikut ini : 
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Tabel 5. Tingkat efisiensi kegiatan BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025 

 

No. Output  

Anggaran Fisik 
Tingkat 
Efisiensi Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) 

Prosentase 
(%) 

Target Realisasi 
Persentase 

(%) 

         

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, 
Monev dan Pelaporan 

550.000.000 549.747.480 99,95 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100,00 100,05 

         

2. Sarana Bidang Pertanian, 
Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup 

356.240.000 355.938.750 99,92 1 Unit 1 Unit 100,00 100,08 

         

3. Sertifikasi Profesi Bidang 
Pertanian 

276.748.000 275.964.702 99,72 110 Orang 108 Orang 98,18 98,45 

         

4. Pelatihan Bidang Pertanian dan 
Perikanan 

1.606.438.000 1.606.056.478 99,98 4.311 Orang 4.311 Orang 100,00 100,02 

         

5. Layanan perkantoran 10.089.742.000 10.082.313.577 99,92 1 Layanan  1 Layanan 100,00 100,05 

         

 
TOTAL 

 

 
12.879.168.000 

 
12.870.020.987 

 
99,93   99,63 

 
99,73 

30 
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Mencermati tabel 5, dapat dijelaskan bahwa secara global capaian kinerja 

BBPP Ketindan pada triwulan IV tahun 2025 termasuk kategori “Efisien” 

yang ditunjukkan dengan nilai 99,73%, artinya target tercapai dengan 

penggunaan sumber daya yang ada di BBPP Ketindan optimal.  

- Pada output “Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan” 

secara anggaran terealisasi 99,95% sedangkan secara fisik terealisasi 

100%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 7 output kegiatan, 

sedangkan reaslisasi fisiknya 7 kegiatan, sehingga tingkat efisiensinya 

sebesar 100,05%. 

- Pada Output “Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup” secara anggaran terealisasi 99,92% sedangkan secara fisik 

terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 1 unit 

kegiatan, sedangkan reaslisasi fisiknya 1 kegiatan, sehingga tingkat 

efisiensinya sebesar 100,08%.  

- Pada Output “Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian” secara anggaran 

terealisasi 99,72% sedangkan secara fisik terealisasi 98,18%. Hal ini 

dikarenakan pada output ini ditetapkan target 110 orang, sedangkan 

realisasi fisiknya 108 orang, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 

98,45%. 

- Pada output “Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan” secara 

anggaran terealisasi 99,98% sedangkan secara fisik terealisasi 100%. 

Hal ini dikarenakan pada output ini ditetapkan 4.311 orang, sedangkan 

reaslisasi fisiknya 4.311 orang, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 

100,02%.  

- Output terakhir yaitu “Layanan perkantoran” secara anggaran terealisasi 

99,92% sedangkan secara fisik terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan 

pada output ini ditetapkan 1 layanan, sedangkan reaslisasi fisiknya 1 

layanan, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 100,05%. 

3.5 Hambatan dan Kendala 

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan 

IV tahun 2025 sudah berjalan lancar, namun masih mengalami 

hambatan/kendala, yaitu: 

1. Sampai dengan akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA 

sebanyak 11 kali diantaranya dikarenakan terjadinya penambahan 

output kegiatan pelatihan yang bersumber pada PNBP. 



Lakin Triwulan 4 32 

2. Beberapa pelatihan yang bersumber dari kerjasama PNBP kurang

cepat pelaksanaannya dikarenakan revisi di tingkat pusat yang tidak

dapat dipastikan jadwal penyelesaian revisi DIPA-nya.

3.6 Rencana Aksi 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana 

diuraikan di atas, maka upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja, yaitu : 

1. Mempersiapkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber dari

PNBP dengan baik dan cermat.

2. Koordinasi dan pemantauan yang terus menerus dengan BPPSDMP

untuk menindaklanjuti segera terkait dengan revisi DIPA yang sedang

dalam proses baik kegiatan yang bersumber dari kerjasama PNBP

maupun reguler.

3.7  Capaian Kinerja Lainnya 

Capaian kinerja lainnya yang dicapai BBPP Ketindan di Tahun 2025 antara 

lain : 

1. Inovator “Micessla” sebagai peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 

Tahun 2025 Kementerian Pertanian;

2. Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan predikat 

“informatif” Lingkup Eselon II Kementerian Pertanian;

3. Peringkat VIII Petugas PPID Terbaik Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2025 Kementerian Pertanian.
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BAB IV   

P E N U T U P 

 

  Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BBPP Ketindan sampai dengan 

triwulan IV tahun 2025, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPP Ketindan selama kurun waktu tahun 

2025. Pada tahun bersangkutan, BBPP Ketindan mempertanggungjawabkan 

target-target pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati oleh Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan 

Kepala BBPP Ketindan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.  

Pada Tahun 2025 BBPP Ketindan mengelola anggaran sebesar                     

Rp. 12.879.168.000,-  dengan capaian serapan anggaran sampai dengan triwulan 

IV tahun 2025 mencapai Rp. 12.870.020.987,- (99,93%) dengan tingkat efisiensi 

sebesar 99,73% masuk katagori “Efisien”. Untuk capaian kinerja PK 1 yaitu 

Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) rata-rata indeks 

kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian 

(aparatur) mencapai 18,87% dari target 20,00% (presentase capaian 105,97%), 

rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis 

pertanian (non aparatur) mencapai 17,98% dari target 25,00% (presentase 

capaian 139,06%). PK 2 yaitu tingkat kepuasan peserta terhadap 

penyelenggaraan pelatihan mencapai 4,57 dari target 4,00 (presentase capaian 

114,25%) dengan menggunakan perhitungan skala likert 1-5, PK 3 yaitu 

Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Ketindan Nilai Indikator 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 98,66 dari target 90,00, sedangkan PK 

4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Ketindan 

mencapai 3,75 dari target 3,60. 

Kebijakan balai dalam meningkatkan PNBP dengan adanya Rapim on the 

Spot (RotS) sangat berhasil hal ini dibuktikan dengan data perolehan PNBP dari 

pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan triwulan IV 

tahun 2024 sebesar Rp. 8.675.000 (21,69% dari target Rp. 40.000.000) meningkat 

tajam dalam periode yang sama di tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 50.513.400 

(105,81% dari target Rp. 47.738.000). 

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di BBPP 

Ketindan sampai dengan triwulan IV pada tahun 2025, adalah : 1) Sampai dengan 

akhir Desember 2025 sudah terjadi revisi DIPA sebanyak 11 kali diantaranya 
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dikarenakan terjadinya penambahan output kegiatan pelatihan yang bersumber 

pada PNBP; 2) Beberapa pelatihan yang bersumber dari kerjasama PNBP tidak 

dapat segera dilaksanakan dikarenakan revisi di tingkat pusat yang tidak dapat 

dipastikan jadwal penyelesaian revisi DIPA-nya. 

Menindaklanjuti permasalahan yang ada maka langkah antisipasi yang dapat 

dilakukan adalah : 1) Mempersiapkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersumber 

dari PNBP dengan baik dan cermat; 2) Koordinasi dan pemantauan yang terus 

menerus dengan BPPSDMP untuk menindaklanjuti segera terkait dengan revisi 

DIPA yang sedang dalam proses baik kegiatan yang bersumber dari kerjasama 

PNBP maupun reguler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

DATA PEGAWAI per 31/12/2025

No NAMA NIP PANGKAT/GOL
PENDIDIKAN 

TERAKHIR
JABATAN TMT JABATAN

1 Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si. 196910232002122001 Pembina Tk. I/ IV-b S2 Kepala Balai 28/02/2024

2 Ema Ernawati, S.E., M.M. 197206222002122001 Penata Tk.I / III-d S2 Kepala Bagian Umum 21/09/2022

3 Ir. Tuban, M.Agr. 196803072000031001 Pembina Utama Muda / IV-c S2
Widyaiswara Ahli Madya selaku Ketua 

Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan
01/02/2011

4 Dra. Astutiningsih 196803041998032001 Pembina Tk. I/ IV-b S1
Perencana Ahli Madya selaku Ketua Kelompok 

Substansi Program dan Evaluasi
30/12/2020

5 Musdalipah, S.P., M.P. 198009092003122003 Pembina / IV-a S2
Widyaiswara Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja 

Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur
16/9/2025

6 Junni Fardiana, S.Sos. 197706302003122001 Penata Tk.I / III-d S1
Pustakawan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja 

Program dan Kerjasama
16/9/2025

7 Agus Wahana, S.E., M.P. 197308082007011001 Penata Tk.I / III-d S2
Widyaiswara Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja 

Evaluasi & Pelaporan
16/9/2025

8 Dwi Saraswati Batara Goa, S.E. 197203202001122001 Penata Tk.I / III-d S1
Analis Pengelola Keuangan ABPN Ahli Muda 

selaku Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan 
30/12/2020

9 Imam Fatullah, S.E. 197206042008121001 Penata Tk.I / III-d S1
Analis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Ketua 

Tim Kerja Pengelolaan SDM dan Tata Usaha
16/9/2025

10 Djoko Witono, SST. 197304142006041017 Penata / III-c S1

Perencana Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja 

Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan 

Pengelolaan Inkubator Agribisnis  

16/9/2025

11 Lilik Nuryani, S.AP. 197904052007102001 Penata Muda Tk.I / III-b S1
Pranata Keuangan ABPN Penyelia selaku Ketua 

Tim Kerja Keuangan
02/10/2025

12 Ir. Murdani, M.Agr. 196408091993091001 Pembina Utama / IV-e S2 Widyaiswara Ahli Utama 26/07/2019

13 Djoko Sumianto, S.P., M.Agr. 196710101999031001 Pembina Utama Muda / IV-c S2 Widyaiswara Ahli Madya 01/07/2010

14 Saeroji, S.P., M.Agr. 196712121999031001 Pembina Utama Muda / IV-c S2 Widyaiswara Ahli Madya 01/08/2014

15 Dr. Diana Triswaningsih, S.P., M.P. 197707132002122002 Pembina Utama Muda / IV-c S3 Widyaiswara Ahli Madya 01/02/2017

16 Nunung Nurhadi, S.P., M.Agr. 197706302001121003 Pembina Utama Muda / IV-c S2 Widyaiswara Ahli Madya 01/09/2015

17 Asep Koswara, S.P., M.Agr. 196912152000031002 Pembina Utama Muda / IV-c S2 Widyaiswara Ahli Madya 03/08/2020

18 Dr. Laila Nuzuliyah, S.T.P., M.P. 197908202009012008 Pembina Utama Muda / IV-c S3 Widyaiswara Ahli Madya 16/05/2019

19 Dr. Ahmad Dedy Syathori, SST., M.Si. 198310092006041001 Pembina Tk.I / IV-b S3 Widyaiswara Ahli Madya 28/09/2020

20 Dr. Saptini Mukti Rahajeng, S.Si., M.Si. 198201022009012005 Pembina Tk. I/ IV-b S3 Widyaiswara Ahli Madya 30/10/2019

21 Nining Hariyani, S.P., M.P. 198310302005012002 Pembina Tk. I/ IV-b S2 Widyaiswara Ahli Madya 08/11/2021

22 Ali Sutopo, S.Si., M.Sc. 197506022001121001 Pembina / IV-a S2 Widyaiswara Ahli Madya 27/09/2021

23 Rivana Agustin, S.T.P., M.P. 198108172009122003 Pembina / IV-a S2 Widyaiswara Ahli Madya 04/03/2024

24 Ekowani Andansari, S.E., M.M. 197703302007102001 Pembina / IV-a S2 Penelaah Teknis Kebijakan 1/1/2024

25 Sindha Cahya Wardhani, S. TP., M. IRD. 198504142009012005 Pembina / IV-a S2 Penelaah Teknis Kebijakan 1/7/2025

26 Supardi, S.Kom. 197208172001121003 Penata Tk.I / III-d S1 Pranata Komputer Ahli Muda 09/03/2022

27 Sundoko, S.E., M.Si. 198002292009121002 Penata Tk.I / III-d S2 Widyaiswara Ahli Pertama 1/4/2025

28 Dewi Melani, S.Si., M.P. 198512162009012004 Penata Tk.I / III-d S2 Widyaiswara Ahli Muda 28/02/2018

29 Adhis Millia Windhy, M.Agr. 198311042018012001 Penata Tk.I / III-d S2 Widyaiswara Ahli Muda 09/03/2022

30 Aulia Wardhani, S.AP. 198806022010122005 Penata Tk.I / III-d S1 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 01/09/2019

31 Lina Novi Ariani, S.T.P., M.P. 198111292009012003 Penata Tk.I / III-d S2 Widyaiswara Ahli Muda 15/04/2020

32 Lutfi Tri Andriani, S.P., M.P. 198510312009122002 Penata Tk.I / III-d S2 Widyaiswara Ahli Muda 12/09/2025
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33 Nasih Harnanto, S.E. 197007272000031004 Penata Tk.I / III-d S1 Pengadministrasi Perkantoran 1/1/2024

34 Hadi Feriyanto, S.T.P. 197408292009011005 Penata Tk I / III-d S1 Penelaah Teknis Kebijakan 1/1/2024

35 Hadi Gunawan, S.T.P. 197811052009121003 Penata Tk.I / III-d S1 Penelaah Teknis Kebijakan 1/7/2025

36 Ninik Suprapti S.Sos. 197402202007012019 Penata Tk.I / III-d S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

37 Teguh Wijayanto, SST. 197408232003121001 Penata Tk.I / III-d S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

38 Suparjo, SST. 197910132002121001 Penata Tk.I / III-d S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

39 Isdianto, SST., M.Agr. 198402282006041003 Penata / III-c S2 Widyaiswara Ahli Muda 28/10/2022

40 Esti Kurniawati, S.Si., M.P. 197806062008122001 Penata / III-c S2 Perencana Ahli Pertama 01/01/2021

41 Uli Mahendra Kurniawan, S.Kom. M.Kom 198412112009121005 Penata / III-c S2 Pranata Komputer Ahli Pertama 03/08/2020

42 Herdinastiti, S.P., M.P. 198707032018012001 Penata / III-c S2 Widyaiswara Ahli Muda 04/03/2024

43 Solikin, SST., M.P. 198702222011011009 Penata / III-c S2 Widyaiswara Ahli Pertama 1/4/2025

44 Efi Wardiyanto. S.Kom. 197604242001121001 Penata Tk. I / III-d S1 Penelaah Teknis Kebijakan 1/1/2024

45 Lelly Cesarina Maulid, S.E., M.Ak. 198711162014032002 Penata / III-c S2 Penelaah Teknis Kebijakan 1/7/2025

46 Pipin Kiswanti, S.E., M.Si. 198409032015032002 Penata / III-c S2 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

47 Margareta Dyah W, A.Md. 197912182006042025 Penata / III-c D3 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

48 Jailani, SST. 197407112007011001 Penata / III-c S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

49 Agung Yulianto, A.Md. 197106242007011001 Penata / III-c D3 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

50 Anik Abidah, SST. 198102272006042031 Penata / III-c S1 Penelaah Teknis Kebijakan 1/1/2024

51 Roikhan Bustanul Efendi, S.P. 197602222008011009 Penata / III-c S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

52 Bernadus Arif Budiman, SST. 197904142008121003 Penata / III-c S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

53 Yuni Astuti 196906012000032001 Penata Muda Tk.I / III-b SMA Pranata Keuangan APBN Terampil 15/04/2021

54 Yeniarta Margi Mulya, S.AP. 197901222006042018 Penata Muda Tk.I / III-b S1 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 01/01/2021

55 Agus Suradi 196808182000031001 Penata Muda Tk.I / III-b SMA Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

56 Fransisca Natalia Retta, SST. 198512232007012001 Penata / III-c S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

57 Rafi Fitrianto, SST. 198108102008121001 Penata Muda Tk.I / III-b S1 Penelaah Teknis Kebijakan 1/1/2024

58 Vaya Zuanif, SST. 198802272011012017 Penata Muda Tk.I / III-b S1 Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

59 Muhammad Adhe Setyawan, S.H. 199610122022031001 Penata Muda / III-a S1 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 01/01/2024

60 Nur Chotimah, S.IAN., M.PSDM. 199002242022032001 Penata Muda / III-a S1 Arsiparis Ahli Pertama 16/10/2023

61 Anang Herry Wibowo 196901252006041005 Penata Muda / III-a SMA Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

62 Heny Wulansari, S.TP. 198312172015032002 Penata Muda / III-a S1 Penelaah Teknis Kebijakan 1/1/2024

63 Sudarmanto 198004072007011001 Pengatur Tk.I / II-d SMA Operator Layanan Operasional 1/1/2024

64 Najia Nuriyana, A.Md. 199802132022032001 Pengatur / II-c D3 Arsiparis Terampil 16/10/2023

65 Paijan 197007051999031001 Pengatur / II-c SMA Pengolah Data dan Informasi 1/1/2024

66 Siaman 197010122008121001 Pengatur Muda Tk.I / II-b SMP Operator Layanan Operasional 1/1/2024

67 Wasiun 196902262007011001 Pengatur Muda / II-a SD Operator Layanan Operasional 1/1/2024

68 Nadif Ilmiah, S.P. 198807102024212012 IX S1 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 01/02/2024

69 Widiasari, S.AP. 199410142024212019 IX S1 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 01/02/2024

70 Yuandhika Teguh Kristiawan Yohanes, S.P.198009232025211010 IX S1 Penata Layanan Operasional 01/03/2025

71 Dian Adi Susanto, S.Pt. 198501232025211008 IX S1 Penata Layanan Operasional 01/03/2025

72 Rhaminto Wibowo 198102112025211010 V SMA Pengadministrasi Perkantoran 01/03/2025

73 Rillya Arinta Loviana 199603102025212012 V SMA Pengadministrasi Perkantoran 01/03/2025

74 Achmad Giyanto 197806062025211029 I SD Pengelola Umum Operasional 01/03/2025

75 Nur Diana Septi, S.TP., M.T.P. 199409302025052003 Penata Muda Tk. I / III-b S2 CPNS Widyaiswara Ahli Pertama 01/05/2025

76 Nurcahya Destiawan, S.P., M.Si 198912222025051002 Penata Muda Tk. I / III-b S2 CPNS Widyaiswara Ahli Pertama 01/05/2025

77 Aulia Anggitasari, S.E. 199406302025052002 Penata Muda / III-a S1 CPNS Perencana Ahli Pertama 01/05/2025

78 Heri Apriyanto, S.Kom, MIT 1988904072010120000 Penata / III-c S2 Pengolah Data dan Informasi -

79 Dimas Tri Saputra 200104042025211016 V SMA Operator Layanan Operasional -

80 Lani Hesty Septianti 199306062025211083 V SMA Operator Layanan Operasional -

81 Zainul Arifin 198001062025211032 V SMA Operator Layanan Operasional -

82 Solikin 197808082025211041 V SMA Operator Layanan Operasional -

83 Harianto 197702182025211018 V SMA Operator Layanan Operasional -



 

 

 

 

  

84 Rudi Eka Abrianto 198902182025211067 V SMA Operator Layanan Operasional -

85 Marjuki 197905112025211034 V SMA Operator Layanan Operasional -

86 Sugeng Harianto 199309252025212060 V SMA Operator Layanan Operasional -

87 Muhamad Nur Yusuf 199109032025211049 V SMA Operator Layanan Operasional -

88 Rama Santoso 198212142025211045 V SMA Operator Layanan Operasional -

89 Sugito 198411032025211046 V SMA Operator Layanan Operasional -

90 Akhmad Udin Suryadi 199602172025211034 V SMA Operator Layanan Operasional -

91 Herni 199602092025212043 V SMA Operator Layanan Operasional -

92 Lin Herlina 197401022025212010 V SMA Operator Layanan Operasional -

93 Subhan 197602132025211019 V SMA Operator Layanan Operasional -

94 Muhamad Ruly Nurfauzy 200202042025211005 V SMA Operator Layanan Operasional -

95 Andri Suprayogi 198608222025211036 V SMA Pengadministrasi Perkantoran -

96 Amin Irul Arifin 199005222025211044 V SMA Pengadministrasi Perkantoran -

97 Sugianto 197701062025211029 I SD Pengelola Umum Operasional -

98 Achmad Zainudin 198506262025211046 I SD Pengelola Umum Operasional -

99 Sigit Riyanto 198504032025211072 I SD Pengelola Umum Operasional -

100 Dwi Tristiyanto - PPPK Paruh Waktu SMA Petugas Keamanan/SATPAM -

101 Susiadi - PPNPN SD Pramu Taman dan Kelas -



 

 

 

 

 

 

 

 



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUI'BER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGU|IAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 721|UJKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480. FAKSTMILT (021) 78839233

SITUS : http ://bppsdmp.d€ptan.go. id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 31,/Kprs/Pn . 160/ r/ 02/ 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN
PEI{'YUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN
PEI{YULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN

Menimbang : a.

Mengingat : l.

b.

KEPALA BADAN PEI'{YULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangal Sumber Daya Manusia
Pertanian Nomor 28lKpts/PW. 160/I /02/2024 tentang
Pengelolaar Sistem Akuntabilitas Kine{a Instansi
Pemerintah dan Penyusunan Laporal Kinerja Instalsi
Pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dal Pengembalgan
Sumber Daya Manusia Pertanian;
bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu meninjau kembali
Keputusan Kepala Badan Penyrrluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor
28lKpts/Pw. 1 60 / I / 02 / 2o2a;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaral Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaal Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OI3 tentang
Perlindungan dalr Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggar an 2016
(Lembaran Negara Ta_hun 2Ol8 Nomor 223, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6263);

4.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Pemerinta-h Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keualgan dan Kinerja lnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintal'r Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Staldar Akutarrsi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J It)JI:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Ta-hun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229);

9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun
2024 Nomor 250);

10. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024
tentang Kementerian Pertanian;

1 1 . Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Pemberhentian dal Pengangkatan dari dan da-lam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Lingkup
Badan Penyuluhal dan Pengembarrgan Sumber Daya
Manusia Perta.nian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor SO/Permentan/
PW.160/ lO/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Orgarisasi darr Tata Ke{a Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penyrsun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
lingkup Badan Peny'uluhan dan Pengembangan Sumber Daya
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terpisahkan dari Keputusan ini.
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dan
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Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Penyrrluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penl'uluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkalnya Keputusan
ini dibebankan Pada Anggaral Satuan Kerja Badan penyuluhan
dan Pengembangan Surnber Daya Manusia pertanian Tahun
Anggaran 2025.
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7 . Yang bersangkutan.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN TARGET 

1. Meningkatnya kompetensi Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi 20% 
peserta pelatihan (sesudah pelatihan dari peserta pelatihan teknis 
pelatihan) pertanian (aparatur) 

Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi 25% 

pelatihan dari peserta pelatihan teknis 
pertanian 
(non aparatur) 

Meningkatnya kepuasan lndeks kepuasan peserta pelatihan terhadap 4 

peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan Skala Likert 

penyelenaaaraan pelatihan (1-5) 
Meningkatnya kualitas Nilai lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 90,00

 Nilai pengelolaan anggaran (IKPA) BBPP Ketindan 
BBPP Ketindan 
Meningkatnya kepuasan lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Ketindan 
layanan Publik BBPP 
Ketindan 

NO KEGIATAN 

1. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

BPPSDMP

Jumlah 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

3,60 

Skala Likert 

(1-4) 

ANGGARAN 

2. 789 .426. 000 
10.089.742.000 

12.879.168.000 

Pihak Kedua 

Ketindan, 31 Desember 2025 

Pihak Pertama 

ldha Widi Arsanti Nurul Qomariyah 

2.

3.

4.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 06-01-26 04:22:59 oleh : 239654

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER    

No
Kode
KPPN

Kode
BA

Kode
Satker

Uraian Satker Keterangan

Kualitas
Perencanaan

Anggaran
Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas Hasil
Pelaksanaan

Anggaran
Nilai
Total

Konversi
Bobot

Dispensasi
SPM

(Pengurang)

Nilai Akhir
(Nilai

Total/Konversi
Bobot)Revisi

DIPA

Deviasi
Halaman
III DIPA

Penyerapan
Anggaran

Belanja
Kontraktual

Penyelesaian
Tagihan

Pengelolaan
UP dan TUP

Capaian
Output

1 032 018 239654

BALAI
BESAR
PELATIHAN
PERTANIAN
KETINDAN
MALANG -
JATIM

Nilai 100.00 91.42 100.00 100.00 100.00 100.00 99.79

98.66 100% 0.00 98.66
Bobot 10 15 20 10 10 10 25

Nilai Akhir 10.00 13.71 20.00 10.00 10.00 10.00 24.95

Nilai Aspek 95.71 100.00 99.79
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur 

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana 

prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar Pelatihan Pertanian 

(BBPP) Ketindan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, maka perlu diselenggarakan survei 

atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang 

diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka 

telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat 

merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi 

metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan 

didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 
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penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap 

mutu dan kualitas pelayanan pelatihan, studi banding/ kunjungan lapang, mahasiswa/i 

prakerin dan pemohon informasi (ppid), yang telah diberikan oleh Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Ketindan. 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara 

pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan 

publik secara periodik;  
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3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 
 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Ketindan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Ketindan adalah tim yang sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.080/I/07/2023 

Tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian.  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan quesioner online melalui https://bit.ly/IKM_KETINDAN25  

yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai 

dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima 

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang 

ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan yaitu :  

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

https://bit.ly/IKM_KETINDAN25
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ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data secara otomatis terakumulasi ke dalam link admin 

SKM BBPP Ketindan dan untuk waktu pengisian quesioner dapat dilakukan oleh penerima 

layanan setelah yang bersangkutan telah menerima layanan di BBPP Ketindan. Dengan cara 

ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan 

yang bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 3 (tiga) 

bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat  memerlukan waktu selama 3 bulan dengan 

rincian sebagai berikut:  

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan Oktober s.d. Desember 1 

2. Pengumpulan Data Oktober s.d. Desember 51 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil Oktober s.d. Desember 2 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Oktober s.d. Desember 2 

 



6 
 

2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Besar Pelatihan 

Pertanian (BBPP) Ketindan berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari jumlah 

penerima layanan triwulan 3 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Besar 

Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam kurun waktu satu bulan adalah sebanyak 63 

orang.  Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran 

sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan 

Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan 

dalam satu periode bulan triwulan 4 2025 adalah 56 orang. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh pada bulan Triwulan IV 2025 yaitu 304 orang responden, dengan rincian sebagai 

berikut: 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

Laki-Laki 116 38.16% 

Perempuan 188 61.84% 

 

SD 3 0.99% 

SLTP 20 6.58% 

SLTA 36 11.84% 

D1 - D3 12 3.95% 

S1 187 61.51% 

S2 Keatas 46 15.13% 

 

PNS/TNI/POLRI 162 53.29% 

Pegawai Swasta 7 2.30% 

Wiraswasta/ Usahawan 11 3.62% 

Pelajar/ Mahasiswa 83 27.30% 

Lainnya 41 13.49% 

 

Penyelenggaraan Pelatihan di 

Bidang Pertanian 
62 20.39% 

Penyelenggaraan Kerjasama 

(Ketenagaan) Pelatihan 
81 26.64% 

Sertifikasi Profesi di Bidang 

Pertanian 
74 24.34% 

Layanan Pendukung di Bidang 

Pertanian (Pemanfaatan 

Teknologi dan Informasi, 

Pemanfaatan Sarana dan 

Prasarana/ Penyewaan Mess dan 

Auditorium/Hall, Konsultasi 

Agribisnis, Magang/PKL, Studi 

Banding, PPID dan Eduwisata) 

87 28.62% 

 



8 
 

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 94.98 94.00 92.93 88.98 92.60 94.24 95.23 94.16 96.55 

Kategori A A A A A A A A A 

IKM Unit 

Layanan 
93.73 (A atau Sangat Baik) 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. U4 Biaya/Tarif mendapatkan nilai terendah yaitu 88.98. Selanjutnya U5 Produk 

Spesifikasi Jenis Layanan  dengan nilai 92.60 dan yang ketiga U3 Waktu Pelayanan 

mendapatkan nilai sama yaitu 92.93. 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu U8 Penanganan Pengaduan 

dan Saran dengan nilai 96.55. Nilai tertinggi kedua U7 Perilaku Pelaksana dengan nilai 

95.23. Nilai tertinggi ketiga U1 Persyaratan dengan nilai 94.98. 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan 

dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut (hasil saran, 

masukan dan pengaduan yang ditulis oleh responden) : 

 “Lebih baik untuk petani bisa murah karna tonggak pangan indonesia” 

 “Agak di Murahkan tarifnya” 

 “Tingkatkan konsistensi pelayanan di semua waktu dan semua petugas agar standar 

tetap terjaga” 

 “Menurut saya, produk pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan 

standar pelayanan yang ditetapkan. Namun, pengawasan dan konsistensi 

pelaksanaan tetap perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan selalu terjaga.” 

 “Pelaksanaan teknis presentasi bisa diprepare sebelum peserta datang, jadi 

saat peserta sudah di ruangan bisa langsung menerima materi tanpa 

menunggu slide ditampilkan” 

 “Kalau bisa waktu diperpanjang sehingga ilnu bisa terserap dan di 

aplikasikan” 
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4.2 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) 

layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar 

Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dapat dilihat melalui grafik berikut : 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktiatif hasil penilaian 

survey kepuasan masyarakat dari triwulan 1 Tahun 2025 sampai dengan bulan Triwulan 4 

Tahun 2025 di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan. 

86

88

90

92

94

96

98

100

Triwulan 1 Tahun
2025

Triwulan 2 Tahun
2025

Triwulan 3 Tahun
2025

Triwulan 4 Tahun
2025
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Triwulan III 2025, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat BBPP Ketindan pada Triwulan III 2025 adalah 

93,73 dengan kategori SANGAT BAIK. 

 Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas 

perbaikan yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai terendah yaitu 88.98. Selanjutnya U5 

Produk Spesifikasi Jenis Layanan  dengan nilai 92.60 dan yang ketiga U3 Waktu 

Pelayanan mendapatkan nilai sama yaitu 92.93. 

 Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tiga unsur layanan dengan 

nilai tertinggi yaitu U8 Penanganan Pengaduan dan Saran dengan nilai 96.55. Nilai 

tertinggi kedua U7 Perilaku Pelaksana dengan nilai 95.23. Nilai tertinggi ketiga U1 

Persyaratan dengan nilai 94.98. 

 

 Malang, 30 Desember 2025 

Kepala Balai, 

 
 
 
Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si. 
NIP 196910232002122001 
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LAMPIRAN 
 

1. Kuesioner  
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Kuesioner melalui link https://bit.ly/IKM_KETINDAN 
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2. Hasil Olah Data SKM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEMENTERIAN PERTANIAN 
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERTANIAN 

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN 
JALAN KETINDAN NOMOR 1 LAWANG, MALANG, JAWA TIMUR, KODE POS 65214 

TELEPON (0341) 426235, FAKSIMILE (0341) 429725 
WEBSITE : http://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id/ EMAIL : bbppketindan@pertanian.go.id 

ASN BBPP KETINDAN TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU 

 

NOTA DINAS 

        NOMOR 01/RC.320/I.15/01/2026 

Yth. : 1. Kepala Bagian Umum 

2. Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi 

3. Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan 

Dari : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian ketindan 

Hal : Laporan Sistem Informasi dan Pengendalian 

Tanggal  : 02 Januari 2026 

 

Dalam rangka pemantauan kinerja BBPP Ketindan, maka melalui nota dinas ini 

disampaikan laporan Sistem Informasi dan Pengendalian Anggaran BBPP Ketindan 

sampai dengan bulan Desember 2025. 

Berdasarkan hasil laporan di atas maka dapat dijadikan acuan bagi pegawai BBPP 

Ketindan dalam melaksanakan penyusunan capaian kinerja. 

Ditandatangani secara elektronik oleh 
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian  
Ketindan, 

 
Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si. 
NIP 196910232002122001 

  

   ${ttd} 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  yang 

diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN). 

LAPORAN SIMDAL PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN TAHUN 2025 
SATKER : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG-JATIM 

S/D BULAN : DESEMBER 2025 
 
 

 

 

No. SP DIPA : 018.10.2.239654/2024 Tanggal 2 Desember 2024

Jumlah Satuan

 Jumlah 

Bulan 

Ini  

 Jumlah 

s.d. Bulan 

ini  

Satuan

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (10) (11) (12)

018.10.DL

1810 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian        2.789.426.000      546.784.702   2.787.707.410     99,94 

1810.AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan            550.000.000         21.411.000       549.747.480     99,95  001 Kegiatan koordinasi program dan 

kerjasama, evaluasi 

penyelenggaraan, kelembagaan, 

ketenagaan dan standarisasi 

            7 Kegiatan          2,00              7,00 Kegiatan 100,00

051 Koordinasi program kerjasama dan evaluasi            353.307.000         16.761.000       353.059.813     99,93             4 Kegiatan               1                   4 Kegiatan 100,00

A Jejaring Kerjasama                    500.000               500.000  100,00 

B Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran                    500.000              500.000               500.000  100,00             1 Kegiatan               1                   1 Kegiatan 100,00

C Pengawalan dan Pendampingan Program Kementerian 

Pertanian

           290.302.000         15.761.000       290.056.213     99,92 

D Identifikasi Kebutuhan Pelatihan                    500.000              500.000               500.000  100,00 

E Sistem Manajemen Mutu              50.205.000         50.203.600  100,00             1 Kegiatan                   1 Kegiatan 100,00

F Evaluasi Pasca Pelatihan                    500.000               500.000  100,00             1 Kegiatan                   1 Kegiatan 100,00

G Sistem Pengendalian Intern (SPI)              10.800.000         10.800.000  100,00             1 Kegiatan                   1 Kegiatan 100,00

052 Koordinasi Penyelenggaraan, Kelembagaan dan 

Ketenagaan

           196.693.000           4.650.000       196.687.667  100,00             3 Kegiatan               1                   3 Kegiatan 100,00

A Administrasi Kegiatan            103.179.000           1.650.000       103.178.880  100,00             1 Kegiatan                   1 Kegiatan 100,00

B Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi              81.560.000         81.560.000  100,00             1 Kegiatan                   1 Kegiatan 100,00

C Pembinaan Pegawai                    500.000              500.000               500.000  100,00 

D Peningkatan Profesionalisme Petugas                2.500.000           2.500.000  100,00 

E Peningkatan Profesionalisme Fungsional Tertentu                6.454.000           6.448.787     99,92 

F Inkubator Agribisnis                2.500.000           2.500.000           2.500.000  100,00             1 Kegiatan               1                   1 Kegiatan 100,00

1810.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup

           356.240.000         98.452.000       355.938.750     99,92    951 Pemenuhan sarana dan prasarana 

UPT Pelatihan (Unit)

            1 Unit                   1 Unit 100,00

052 Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi 

pelatihan

           109.023.000                          -         108.807.750     99,80             1 Layanan                -                   1 Layanan 100,00

A. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (PNBP)            109.023.000       108.807.750     99,80             1 Layanan                   1 Layanan 100,00

053 Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan            247.217.000         98.452.000       247.131.000     99,97             1 Layanan  -                   1 Layanan 100,00

A. Pengadaan Fasilitas Asrama dan Perkantoran (PNBP)            144.664.000           9.850.000       144.609.000     99,96             1 Layanan                   1 Layanan 100,00

B. Pengadaan Fasilitas Perkantoran (PNBP)            102.553.000         88.602.000       102.522.000     99,97             1 Layanan                   1 Layanan 100,00

Realisasi 

Bulan Ini 

Realisasi s.d. 

Bulan Ini 
 % Indikator Output Kegiatan

Target Realisasi 

%

(7) (8) (9)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Kode
Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub 

Komponen

Anggaran */ OUTPUT Kendala/Masalah 

(Keterangan 

realisasi 

belum/tidak 

mencapai target)

Tindak Lanjut 

Usul 

Penyelesaian
Pagu   



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  yang 

diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN). 

 

1810.PDI Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian            276.748.000      150.448.102       275.964.702     99,72 002 Jumlah SDM yang tersertifikasi 

profesi bidang pertanian (Orang)

       110 Orang             43               108 Orang 98,18

051 Sertifikasi            276.748.000      150.448.102       275.964.702     99,72        110 Orang             43               108 Orang 98,18

A. Pembekalan dan Sertifikasi Penyuluh Pertanian Kab. Kutai 

Barat (1 Akt, 35 Org, 5 Hr)

             65.969.000         65.968.400  100,00 35 Orang 35 Orang 100,00

B. Pembekalan dan Sertifikasi Penyuluh Pertanian Kab. Mimika 

(1 Akt, 30 Org, 5 Hr)

             59.579.000         59.548.200     99,95 30 Orang 30 Orang 100,00

C. Layanan Dukungan Sertifikasi              64.355.000         64.355.000         64.355.000  100,00 

D. Sertifikasi Penyuluh Pertanian Kab. Bojonegoro (1 Akt, 15 Org, 

3 Hr)

             25.261.000         25.260.501         25.260.501  100,00 15 Orang 15 15 Orang 100,00

E. Sertifikasi Fasilitator Organik Kab. Manokwari (1 Akt, 15 Org, 

3 Hr)

             31.122.000         30.746.401         30.746.401     98,79 15 Orang 14 14 Orang 93,33 1 Orang peserta tidak 

dapat mengikuti 

Sertifikasi karena 

Orangtua sakit

F. Sertifikasi Manajemen Agribisnis Kab. Manokwari (1 Akt, 15 

Org, 3 Hr)

             30.462.000         30.086.200         30.086.200     98,77 15 Orang 14 14 Orang 93,33 1 Orang peserta tidak 

dapat mengikuti 

Sertifikasi karena 

Orangtua sakit

1810.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan        1.606.438.000      276.473.600   1.606.056.478     99,98  001 Meningkatkan Pencapaian Target 

Output dan Target CGI Tercapai

    4.311 Orang           335           4.311 Orang 100,00

001 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur            423.301.000      132.000.800       423.095.411     99,95           66 Orang             15                 66 Orang 100,00

A. TOT ALSINTAN (1 Akt, 30 Org, 7 Hr)              80.435.000                          -           80.404.567     99,96 30 Orang 30 Orang 100,00

102 Pelaksanaan              80.335.000         80.304.567     99,96 

103 Pelaporan                    100.000               100.000  100,00 

B. Layanan Dukungan Pelatihan Aparatur            132.854.000                          -         132.730.364     99,91 

102 Pelaksanaan            132.854.000       132.730.364     99,91 

C. Pelatihan Agribisnis dan Urban Farming Kab. Manokwari 

(PNBP ) (1 Akt, 15 Org, 10 Hr)

             88.795.000         88.794.800         88.794.800  100,00 15 Orang 15 15 Orang 100,00

101 Persiapan                    560.000              560.000               560.000  100,00 

102 Pelaksanaan              87.735.000         87.734.800         87.734.800  100,00 

103 Pelaporan                    500.000              500.000               500.000  100,00 

D. Layanan Dukungan Pelatihan Aparatur (PNBP)              43.206.000         43.206.000         43.206.000  100,00 

102 Pelaksanaan              43.206.000         43.206.000         43.206.000  100,00 

N. Pelatihan Dasar bagi Penyuluh Pertanian Ahli (PNBP ) (1 Akt, 

21 Org, 21 Hr)

             78.011.000                          -           77.959.680     99,93 21 Orang 21 Orang 100,00

101 Persiapan                    516.000               464.880     90,09 

102 Pelaksanaan              76.995.000         76.994.800  100,00 

103 Pelaporan                    500.000               500.000  100,00 

002 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur        1.183.137.000      144.472.800   1.182.961.067     99,99     4.245 Orang           320           4.245 Orang 100,00

A. Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan 

(141 Akt, 4.230 Org, 3 Hr)

           960.902.000         64.118.000       960.726.267     99,98     4.230 Orang           305           4.230 Orang 100,00

102 Pelaksanaan            946.802.000         63.218.000       946.626.267     99,98 

103 Pelaporan              14.100.000              900.000         14.100.000  100,00 

B. Layanan Dukungan Pelatihan Non Aparatur            181.600.000         39.720.000       181.600.000  100,00 

102 Pelaksanaan            181.600.000         39.720.000       181.600.000  100,00 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  yang 

diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 
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C. Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi P4S Kab. 

Bojonegoro (PNBP ) (1 Akt, 15 Org, 10 Hr)

             31.430.000         31.429.800           31.429.800  100,00 15 Orang 15 15 Orang 100,00

101 Persiapan                    400.000              400.000                400.000  100,00 

102 Pelaksanaan              30.530.000         30.529.800           30.529.800  100,00 

103 Pelaporan                    500.000              500.000                500.000  100,00 

D. Layanan Dukungan Pelatihan Non Aparatur (PNBP)                9.205.000           9.205.000             9.205.000  100,00 

102 Pelaksanaan                9.205.000           9.205.000             9.205.000  100,00 

018.10.WA

1813 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

BPPSDMP

     10.089.742.000      906.923.717   10.082.313.577     99,93 

1810.EBA Layanan perkantoran      10.089.742.000      906.923.717   10.082.313.577     99,93  994 Jumlah layanan perkantoran yang 

disediakan (layanan)

            1  Layanan               1                   1 Layanan 100,00

001 Gaji dan Tunjangan        6.324.653.000      679.375.688     6.317.398.144     99,89             1 Layanan               1                   1 Layanan 100,00

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan        6.324.653.000      679.375.688     6.317.398.144     99,89 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor        3.765.089.000      227.548.029     3.764.915.433  100,00             1 Layanan               1                   1 Layanan 100,00

A Perawatan Gedung dan Bangunan        1.087.955.000         41.495.000     1.087.921.086  100,00 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

B Perawatan Kendaraan Bermotor            273.660.000         17.974.200        273.659.683  100,00 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

C Langganan Daya dan Jasa            140.372.000         15.364.786        140.275.175     99,93 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

D Operasional Instalasi Pelatihan        1.275.876.000         91.289.800     1.275.852.388  100,00 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

E Penyelenggaraan Operasional Satuan Kerja            984.132.000         61.424.243        984.125.331  100,00 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

F Jaminan Ketenagakerjaan THL                3.094.000             3.081.770     99,60 1 Layanan 1 1 Layanan 100,00

       2.789.426.000      546.784.702     2.787.707.410 99,94   

     10.089.742.000      906.923.717   10.082.313.577 99,93   

12.879.168.000 1.453.708.419 12.870.020.987 99,93   

TOTAL 018.10.DL

TOTAL 018.10.WA

TOTAL KESELURUHAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
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TABEL 1. DEVIASI RPD DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN BULAN DESEMBER 2025 

 

No Kode Uraian Satker 
Rencana 

Penarikan 
Realisasi Bulan 

Desember Persentase Selisih 

1 239654 Rencana Penarikan Dana  1.519.848.000 1.453.708.419 95,65% -65.646.581 

  51 Belanja Pegawai  691.543.500 679.375.688 98,24% -12.167.812 

  52 Belanja Barang  739.456.000 685.730.731 92,73% -53.725.269 

  53 Belanja Modal  88.848.500 88.602.000 100,00% 246.500 

           

1 018.10.DL.1810  Penguatan Penyelenggaraan 
Pelatihan Pertanian 

547.546.000 546.784.702 99,86% -268.298 

  52 Belanja Barang dan Jasa 458.697.500 458.182.702 99,89% -514.798 

  53 Belanja Modal 88.848.500 88.602.000 100,00% 246.500 

2 018.10.WA.1813  

Dukungan Manajemen dan  
Dukungan Teknis Lainnya Badan  
Penyuluhan dan Pengembangan  
SDM Pertanian 

972.302.000 906.923.717 93,28% -65.378.283 

  51 Belanja Pegawai 691.543.500 679.375.688 98,24% -12.167.812 

  52 Belanja Barang dan Jasa 280.758.500 227.548.029 81,05% -53.210.471 
 

 
 

 

 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  yang 

diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 
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TABEL 2. DEVIASI RPD DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN S/D BULAN DESEMBER 2025 

 
No Kode Uraian Satker Rencana 

Penarikan 
Realisasi s/d Bulan 

Desember    
Persentase Selisih 

1 239654 Rencana Penarikan Dana  12.879.168.000 12.870.020.987 99,93% -8.654.513 

  51 Belanja Pegawai  6.324.653.000 6.317.398.144 99,89% -7.254.856 

  52 Belanja Barang  6.342.939.000 6.341.293.093 99,97% -1.645.907 

  53 Belanja Modal  211.576.000 211.329.750 100,00% 246.250 

           

1 018.10.DL.1810  Penguatan Penyelenggaraan 
Pelatihan Pertanian 

2.789.426.000 2.787.707.410 99,94% -1.226.090 

  52 Belanja Barang dan Jasa 2.577.850.000 2.576.377.660 99,94% -1.472.340 

  53 Belanja Modal 211.576.000 211.329.750 100,00% 246.250 

2 018.10.WA.1813  

Dukungan Manajemen dan  
Dukungan Teknis Lainnya Badan  
Penyuluhan dan Pengembangan  
SDM Pertanian 

10.089.742.000 10.082.313.577 99,93% -7.428.423 

  51 Belanja Pegawai 6.324.653.000 6.317.398.144 99,89% -7.254.856 

  52 Belanja Barang dan Jasa 3.765.089.000 3.764.915.433 100,00% -173.567 
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